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BANDUNG, (PR).-
Pemerintah Kota Bandung dan Kantor Pertanahan Kota Bandung

menandatangani nota kesepahaman tentang legalisasi aset, perta­
nahan, dan 'perpajakan daerah. Pengelolaan aset selarna ini menjadi
permasalahan besar yang membuat pemkot gagal memperoleh opini'
,wajar tanpa pengecualian (WTP) ataslaporan keuangan tahurian
mereka. , ,. .
.Penandatanganan nota kesepaharnan dilakukan Wali Kota Rid­

wanKamil dan Kepala Karitor Pertanahan Kota Bandung Elijas B
1jahajadi di Pendopo Bandung, awal pekan ini. Kerja sarna juga di­
harapkan berdampak langsung pada layanan bagi masyarakat.

"Dengan kerja sarna ini diharapkan kemajuan pengnrusan per­
.tanahan di Bandung semakin cepat dan mudah dipahaini oleh
masyarakat," kata Ridwan,
Salah satu permasalahan terkini tentang pengelolaan aset milik

Pemkot Bandung terkait dengan proyek rumah deret di RW·11
Tarnansari. Ketika proyek dimulai, pemkotbelum memiliki sertifikat
. atas lahan bakal proyek tersebut. Proses pembuatannya baru diker-
jakan ketika muncul penolakandari sebagian Warga. .

Sebelumnya, urusan pengelolaan asetjuga.selalu disebut dalam
hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan ke­
uangan tahunan Pernkot Bandung. BPKbelum memberikan status .
vyTP karena masih adanya permasalahan dalarn pencatatan dan pe­
nilaian aset meskipunjumlahnya terus turundari tahun ke tahun ..
Dalam hasil pemeriksaannya atas laporan keuangan tahun

anggaran 2017,BPKmenyebut nilai aset yang bermasalah mencapai
Rp 1,1triliun dari total nilai aset Pemkot Bandung yang ditaksir men­
capai Rp 20 triliun. Dalam laporan tahun sebelumnya, nilai aset
bermasalah mencapai Rp 2,2 triliun. .
. Selain pencatatan dan penilaian aset, Pemkot Bandungjuga sering
.kali bermasalah secara hukum dalarn pengelolaan aset. Beberapa kali
aset yang tercatat sebagai inilik pemkot digugat oleh perseorangan
atau kelompok di pengadilan sebagai milik mereka. '
;Penandatanganan nota kerja sama dengan Kantor Pertanahan di­

harapkan bisa mempercepatpengurusan masalah aset. Dengan pro­
.ses sertifikasi yang lebih cepat, potensi sengketa kepemilikan aset
'bisa ditekan.

Elijas BTjahajadi menyatakan, kerja sama kedua lembaga bakal
mempermudah legalisasi yang meliputi proses sertifikasi, pajak dae­
riW/~ertcibisIanglain sesuai qengan kebutuhan. Ini mempakan kerja
s.apia:J{~d!l~;S~t.~lahpembuatan peta digital skala 1:1000: "Kerja
si§¥~ru,;ifi~I.iiperku~tpengel~lalm~;p.e':llbayaranBea Perolehan Hak ,
Atas'~illiiill,:~anBangunan, serta meningkatkanPafr sektor pajak,"
tutriniya;'(Tri Joko Her Riadi)*** ... "' ", '<
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